
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di
Kabupaten Tanggamus, maka perlu dilakukan
pengaturan kembali tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut
diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991
tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri
Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis
Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan
Rumah Sakit Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas - Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor
32;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanggamus.

4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut
SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan.

7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota
Agung Kabupaten Tanggamus.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah puskesmas dan jaringannya yang berada di wilayah
Kabupaten Tanggamus, termasuk didalamnya puskesmas keliling,
puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya.

9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringanya yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

10. Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah adalah kegiatan
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat
inap, gawat darurat, rujukan, pelayanan medik, penunjang medik,
penunjang non medik, instalasi prasarana dan sarana rumah sakit
dan pelayanan lainnya.



11. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan pelayanan
kesehatan yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat
darurat, rujukan, pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non
medik dan pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan Puskesmas.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa penerbitan izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten
Tanggamus untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik terhadap orang
yang masuk pada Rumah Sakit untuk keperluan konsultasi, observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.

16. Pelayanan One Day Care (Paket Pelayanan Sehari) adalah pelayanan
kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan
atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam
satu hari.

17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang
datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang
karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya, untuk
mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian dan
kecacatan.

18. Intensive Care Unit adalah pelayanan kepada orang sakit yang
memerlukan penanganan khusus secara intensif ditentukan oleh
tenaga ahli dan sesuai standar Rumah Sakit.

19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang
masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi perawatan, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya
diruang rawat inap.

20. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang
dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi
medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

21. Pelayanan Medik adalah pelayanan operatif dan non operatif.

22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atau jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis,
tindakan bersama dan atau pelayanan kesehatan lain yang terdiri atas
jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedis.


